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PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Blu
Z(CE 2
bl 3
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama,
dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Linawan, 16 Agustus 1989, umur
35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, dalam hal ini berdomisili elektronik
dengan alamat email email sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tungoi, 10 Juli 1982, umur 42
tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
13 November 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-
Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor:
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183/Pdt.G/2024/PA.Blu, tanggal 14 November 2024 telah mengajukan gugatan

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pinolosian, dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: - Tanggal 15 Februari 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Linawan
I, kurang lebih 10 tahun lamanya, kemudian tinggal di rumah kediaman

bersama di Desa Linawan |, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat
dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Anak Penggugat dan Tergugat, NIK -, jenis kelamin
perempuan, tempat tanggal lahir Bolmong Selatan, 23 Desember 2009,
agama Islam, pendidikan sekarag SLTA kelas |, anak tersebut dalam

asuhan Penggugat;

3.2 Anak Penggugat dan Tergugat, nik -, jenis kelamin
perempuan, tempat tanggal lahir Bolmong Selatan, 07 Mei 2013, agama
Islam, pendidikan sekarang SD kelas VI, anak tersebut dalam asuhan

Tergugat;

3.3 Anak Penggugat dan Tergugat, nik -, jenis kelamin laki-
laki, tempat tanggal lahir Linawan I, 14 Agustus 2018, agama Islam,

pendidikan sekarang TK, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun kurang lebih sejak Bulan Mei 2011 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

4.1 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat

sampai Penggugat merasa sakit hati;
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4.2 Tergugat sering mencari-cari kesalahan Penggugat;

4.3 Tergugat seing mengungkit uang yang sudah Tergugat
berikan kepada Penggugat;

4.4 Tergugat sering mengeluarkan kata pisah setiap kali
bertengkar dengan Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2024 dimana
pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat
malas dan tidak menyiapkan makanan Tergugat, kemudian Penggugat
menjawab semua pekerjaan sudah Penggugat laksanakan dan makanan
sudah Tersedia mengapa Tergugat selalu mencari kesalahan Penggugat,
kemudian Tergugat tetap memarahi Penggugat padahal Penggugat tidak
mempunyai kesalahan kemudian Tergugat menampar bagian wajah
sebelah kanan Penggugat, kemudian Tergugat mencekik Leher Penggugat,
kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat lebih baik berpisah,
kemudian Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi
bersama dengan Penggugat;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut pada Posita poin 5 antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 9 bulan lamanya dan
Tergugat sudak tidak lagi menafkahi Penggugat sehingga Penggugat dan

Tergugat sudah tidak menjalani kehidupan layaknya suami istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai
oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat
tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga
Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat,
oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan
sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 116 KHI poin f dan untuk itu
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Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar
biaya perkara;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Bolaang Uki memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat
tertanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian
diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 15 Februari 2010
yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal
diberi tanda P.2;
B. Saksi:
1. Saksi. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami
Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun
2010 di Kecamatan Pinolosian;
N Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Linawan
1 kurang lebih 10 tahun, kemudian tahun 2020 pindah di rumah
kediaman bersama sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga
orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (berada dalam
asuhan Penggugat), Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak
Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut berada dalam

asuhan Tergugat;
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- Bahwa sejak tahun 2011 kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;
R Bahwa saksi mendengar setiap kali pertengkaran
Tergugat selalu berteriak dan memaki Penggugat dengan kata-kata
makian binatang;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan penyebab
pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat
sering mencari-cari kesalahan Penggugat seperti membuka
facebook Penggugat dan apabila ada laki-laki yang memberi tanda
like di postingan di tuduh selingkuh, Tergugat sering mengungkit
uang yang sudah Tergugat berikan, Tergugat sering mengeluarkan
kata-kata pisah setiap kali bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran keduanya adalah bertengkar
mulut dan sesekali ada kekerasan;
- Bahwa saksi hanya melihat bekas memar di bagian pipi
kanan dan lengan setelah keduanya bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024, Saksi mengetahui
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang
hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 9 (Sembilan)
bulan lamanya, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat
tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat
dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. Saksi. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami
Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun
2010 di Kecamatan Pinolosian;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Linawan
1 kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman
bersama ang letaknya dibelakang rumah orangtua Penggugat
sampai terjadinya perpisahan;

& Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga
orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (berada dalam
asuhan Penggugat), Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak
Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut berada dalam
asuhan Tergugat;

- Bahwa sejak tahun 2011 kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak rukun;

- Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan penyebab
pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat
sering berkata kasar kepada Penggugat sampai Penggugat
merasa sakit hati, Tergugat sering mencari-cari kesalahan
Penggugat, Tergugat sering mengungkit uang yang sudah Tergugat
berikan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata pisah setiap kali
bertengkar bahkan hingga memaki Penggugat dengan makian
binatang;

- Bahwa bentuk pertengkaran keduanya adalah bertengkar
mulut;

- Bahwa sejak bulan Februari 2024, Saksi mengetahui
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang
hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 9 (Sembilan)
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bulan lamanya, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat
tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat
dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat

telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar
tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
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dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan oleh Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat sampai
Penggugat merasa sakit hati, Tergugat sering mencari-cari kesalahan
Penggugat, Tergugat seing mengungkit uang yang sudah Tergugat berikan
kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengeluarkan kata pisah setiap kali
bertengkar dengan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal
selama kurang lebih 9 bulan lamanya sampai sekarang, dan selama pisah
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan
dengan perceraian yang memiliki aspek lex specialis dan dengan mengingat
azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan
Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk
menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut
dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat
tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai
ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;
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Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan
P.2 tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti
surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut
menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Agama Bolaang Uki dan Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2010 yang tercatat di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, oleh karenanya alat bukti surat
(P.1 dan P.2) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki
telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, dalam perkara a quo merupakan bukti utama (prima facie evidence), isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara
Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat memiliki
hubungan hukum dan kepentingan hukum (rechtsbevoegheid) dalam perkara a
quo, sehingga Penggugat dinyatakan telah memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan perceraian perkara a quo (legitima persona standi in
judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Saksi dan Saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

telah diuraikan dalam duduk perkara;
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
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memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175
RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu
memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas
serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud
Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut
menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan
pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi
tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima
sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang

disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar
kepada Penggugat sampai Penggugat merasa sakit hati, Tergugat sering
mencari-cari kesalahan Penggugat, Tergugat sering mengungkit uang yang
sudah Tergugat berikan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata pisah

setiap kali bertengkar;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar
bulan Februari 2024 atau sudah selama 9 (sembilan) bulan;

4. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat
serta sudah dinasehati namun tidak berhasil;
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Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan
ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat
tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Februari 2024, dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena
itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat

Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabig dalam kitab Figh Sunnah Jilid I
halaman 188 sebagai berikut:

el O zo il Blyisl ol az g3l ainn iola)l i) bloes way 1316

logiz oYl & iolal e g Laglliol oyu 6 musdl plgs o) Glay Y oo

aisl, laalls Lgallo

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau

dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab
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tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga
sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan

perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Bolaang Uki adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Sidang Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/lzin Sidang Dengan Hakim Tunggal
pada Pengadilan Agama Bolaang UKki;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp. 196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember
2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh
Zumma Nadia Arrifgi, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang
Dispensasi/lzin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama
Bolaang Uki, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi
Pengadilan secara elitigasi pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan
dibantu oleh Dewi Arimbi Bargowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.1.

Panitera Pengganti

Dewi Arimbi Bargowo, S.H.
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Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
Biaya Proses : Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan : Rp. 51.000,00
Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

a > A w0 DN P

Biaya meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
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